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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimantan
Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1

S WIN

. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.

. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan
Kepala Daerah.

.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

. Pendahuluan;

. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;

. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

. Penutup.
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(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan
kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada
tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan,
program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah;

d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Tengah;

f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kalimantan Tengah;
. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
.Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Tengah;

i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah;

j- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah;

k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Provinsi Kalimantan Tengah;

jmpllije]
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Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan

Tengah;
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan
Tengah;

.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kalimantan Tengah;

. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

.Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan

Tengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Kalimantan Tengah;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Tengah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Kalimantan Tengah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan

Tengah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah

dr. Doris Sylvanus;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;

2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi
Kalimantan Tengah;

4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;

5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah; dan.

9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan
Tengah.



Pasal 4
(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

(2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub
kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi,
keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah
dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra
Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan
kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
g ggal 22 Desember 2021

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ZuIAH PR ROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kaimantan Tengah Tahun 2021-
2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

a.
b.
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Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:;

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi

Kalimantan Tengah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Kalimantan Tengah;

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi

Kalimantan Tengah;

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan

Tengah;

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Tengah;

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;
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4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026, yang di dalammya
mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan
kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan
kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini
disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun
2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas
kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang
termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah
kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan
dalam pelaksanaannya.




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/254/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang
bertugas untuk keperluan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-
2026 ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1622);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
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11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013
tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
sebagaimana telah disempurnakan dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 81);
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24.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum
pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

a.
b.

[am—

3

© .00 0B

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah;

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Tengah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Tengah;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas TPH dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah;
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Dinas  Perdagangan dan  Perindustrian  Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Kalimantan Tengah;

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Doris Sylvanus;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi
Kalimantan Tengah;

. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan

Tengah;

Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah;

Biro  Administrasi Pembangunan  Setda  Provinsi
Kalimantan Tengah;

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan
Tengah; dan

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang terdiri dari
Tim Pengarah dan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-
2026, yang dibentuk oleh Perangkat Daerah dengan susunan
dan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-
2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. membentuk tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada
masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah;

b. menyusun rancangan awal Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah;

c. memverifikasi rancangan awal Renstra PD Provinsi
Kalimantan Tengah dengan Bappeda;

d. menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

e. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

f. merumuskan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-
2026 ; dan

g. memverifikasi rancangan akhir Renstra PD Provinsi
Kalimantan Tengah dengan BappedalLitbang;

Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Sekretariat Tim yang
mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis,
dengan susunan dan keanggotaan Sekretariat Tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur
Kalimantan Tengah, melalui Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari APBD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 masing-
masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada_tanggal 2 Juli 2021
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Menteri Dalam Negeri:

u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

u.p. Kepala Biro Hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan

Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/254/2021
TANGGAL 2 JULI 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2021-2026

No. Nama/Jabatan Pokok Kedudukan dalam
Urut .
Tim
1 2 3
I. TIM PENGARAH
1. Gubernur Kalimantan Tengah. Pengarah I
2. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Pengarah II
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penanggung Jawab
4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Ketua
' Setda Provinsi Kalimantan Tengah
5 Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Setda Wakil Ketua I
' Provinsi Kalimantan Tengah
6 Asisten Administrasi Umum pada Setda Provinsi Wakil Ketua II

Kalimantan Tengah

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TIM PENYUSUN

1.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Tengah Ketua

2. Sekretaris pada Dinas Perkebunan Provinsi .

. Sekretaris

Kalimantan Tengah

3. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan pada Aneeota
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah &8

4. Kepala Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan
Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Aneeota
Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi &8
Kalimantan Tengah

5. Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya pada Aneeota
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah &8

6. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Anggota

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah




7. Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan
Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Anggota
Provinsi Kalimantan Tengah

8. Kepala Balai Benih dan Kebun Produksi pada Aneeota
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah &8

SEKRETARIAT

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada .
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Sekretariat

2 Rini Fatmawati, SP Wakil Kepala

Sekretariat
3. Levrita Rahayunie, SP Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Ttd

SUGIANTO SABRAN




KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021 - 2024 ini telah disusun dengan mengacu kepada visi misi
Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) tahun 2005 - 2025, visi misi
Gubernur/Wakil Gubernur terpilih serta isu-isu sektor perkebunan yang terjadi
saat ini maupun masa datang baik yang terjadi di tingkat regional, nasional
maupun global.

Sistematika penyusunannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Terpilih serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2024 ini memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan
pembangunan perkebunan serta indikator kinerja sebagai alat ukur
keberhasilannya.

Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2021-2026, maka diharapkan segera dapat ditindak lanjuti
dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun.

Pada akhirnya penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Tengah dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah di dalam pembangunan sektor perkebunan dalam rangka
mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi.
Palangkaraya, Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ir. H. SRI SUWANTO, MS.

NIP: 19670416 199803 1 002

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH -



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi merumuskan, menkoordinasi
implementasi, dan mengevaluasi kebijakan, program, serta anggaran yang
bertujuan untuk membangun perkebunan di provinsi ini. Untuk menjalankan
fungsi tersebut, dibutuhkan rencana strategis baru untuk tahun 2021-2026
yang disesuaikan dengan berbagai hal termasuk adanya dokumen-dokumen
baru yang menjadi landasan hukum kinerja SKPD, perubahan kondisi dinas itu
sendiri, dan juga perkembangan isu-isu strategis yang ada.

Beberapa dokumen baru yang menjadi landasan hukum utama untuk
kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang
lebih menekankan arah kebijakannya pada peningkatan nilai tambah dan
daya saing pertanian, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan reformasi
birokrasi dan tidak lagi menekankan pengarusutamaan gender serta kerja
sama internasional dibandingkan Renstra 2015-2019;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menentukan kelompok program,
kegiatan, dan sub-kegiatan yang bisa diajukan oleh SKPD sehingga
terutamanya Bab VI Renstra ini akan menyesuaikan peraturan tersebut;

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah 2021-2026 yang disesuaikan dengan turunnya pendapatan daerah
akibat pandemi COVID-19 serta visi dan misi kepemimpinan daerah baru
yaitu “Kalimantan Tengah Makin BERKAH” yang juga memengaruhi

anggaran dan arah kebijakan seluruh SKPD di provinsi ini.

Perubahan kondisi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang
paling terlihat adalah dari pagu anggaran dan persentase penyerapannya. Pada
tahun 2011 sampai 2015, rata-rata pagu anggarannya adalah
Rp35.353.715.614,20 dengan rata-rata penyerapan 91.49%. Sedangkan pada
tahun 2017-2020 terjadi penurunan sehingga rata-rata pagu anggarannya
adalah Rp34.407.225.954,75 dengan rata-rata penyerapan 86.80%. Pagu
anggaran belanja langsung pada tahun 2020 dan 2021 hanya berkisar empat
milyar Rupiah, sehingga anggaran program dalam Renstra ini juga ditetapkan

pada kisaran tersebut dengan sedikit peningkatan per tahunnya dalam lima

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH "



tahun kedepan dengan mempertimbangkan pemulihan dari pandemi COVID-
19 dan juga perubahan kondisi ekonomi daerah.

[su-isu strategis yang diutamakan Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Tengah pun ada yang masih sama dan ada yang berubah dari
Renstra 2016-2021. Masalah tata ruang, rendahnya produktivitas, rendahnya
nilai tambah, daya saing, serta jaringan pemasaran, kemitraan, dan alih fungsi
lahan masih menjadi isu strategis. Sedangkan isu perubahan iklim dan
kebakaran lahan berubah menjadi isu perlindungan kawasan bernilai
konservasi tinggi, kelembagaan petani kebun, serta dampak perkebunan
terhadap kualitas dan ketersediaan air. Perubahan iklim tetap secara eksplisit
menjadi isu strategis, tapi tatarannya menjadi pada tingkat internasional.

Berdasarkan ketiga hal di atas, ditetapkalah tujuan jangka menengah
perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah
“Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya
saing, dan berkelanjutan®. Tujuan ini diturunkan menjadi tiga sasaran dengan

indikator dan program sebagai berikut.

TARGET PADA PROGRAM
SASARAN INDIKATOR SASARAN AKHIR PERIODE
RPJMD
Persentase Laju Pertumbuhan 0.20 A. Program Utama
Produksi Komoditas Perkebunan ’ 1. Program Penyediaan dan
Peningkatan
— Pengembangan Sarana
produktivitas Persentase Mediasi Gangguan Usaha o
85% Pertanian.
komoditas Perkebunan (GUP)
2. Program Pengendalian dan
perkebunan. -
Persentase penanganan Organisme 859 Penanggulangan Bencana
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu subsektor andalan yang mempunyai
peranan penting dan strategis dalam pembangunan Provinsi Kalimantan
Tengah. Berbagai data dan fakta membuktikan bahwa perkebunan telah
memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kalimantan Tengah. Fungsi
dan kontribusi perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain meliputi
penyediaan lapangan pekerjaan; penyediaan peluang berusaha/bekerja;
peningkatan pendapatan masyarakat; peningkatan kualitas perkebunan yang
berkelanjutan; penyedia bahan baku industri dalam negeri; serta penerimaan

devisa dari ekspor hasil perkebunan.

Dalam rangka perencanaan strategis perkebunan sebagai salah satu
subsektor pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, perencanaan strategis
(RENSTRA) perangkat daerah bertujuan untuk melaksanakan pembangunan
program prioritas pembangunan daerah. Hal itu tentu saja harus sesuai visi
dan misi kepala daerah serta mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang
mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah. Termasuk pula harus mempertimbangkan evaluasi
rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) serta perubahan RPJPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD).

Sebagai wujud tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk
mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya
perkebunan daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib
menyusun dokumen perencanaan pembangunan perkebunan. Perencanaan
tersebut harus sesuai dengan perspektif pembangunan berkelanjutan untuk
sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara
berkeadilan. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah daerah melaksanakan
pembangunan perkebunan sebagai prioritas kebijakan. Bahwa pembangunan
perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pembangunan

ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal. Sekaligus
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mengaktualisasikan konsep pembangunan dari pinggiran dan daerah guna

mewujudkan pemerataan pembangunan.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan pada berbagai
tantangan yang bersifat multi dimensi yang meliputi bidang ekonomi, ekologi,
sosial dan budaya. Dengan selalu mempertimbangkan sekaligus mengakomodir
dinamika di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Lebih jauh, berbagai
tantangan tersebut mengemuka antara lain meliputi optimalisasi pengelolaan
perkebunan, peningkatan pendapatan pelaku, penerimaan daerah, lapangan
kerja, produktivitas nilai tambah dan daya saing, peningkatan kebutuhan
bahan baku industri, pemeliharaan kelestarian lingkungan, pemulihan
keharmonisan kehidupan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah

perkebunan.

Sesuai dengan era desentralisasi dan otonomi daerah, Dinas Perkebunan
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi
di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan Gubernur
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sedangkan
fungsi Dinas Perkebunan, antara lain meliputi perumusan kebijakan dasar dan
kebijakan teknis di bidang perkebunan; pembuatan dan mengusulkan rencana
anggaran; penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah ; koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan
perkebunan daerah; pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perkebunan.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sesuai
arah kebijakan pembangunan daerah serta di tengah dinamika sekaligus
tantangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan iptek dan
informasi, liberalisasi pasar, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan
energi serta perubahan iklim, konflik lahan, terbatasnya akses petani terhadap
permodalan disusunlah Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Tengah periode tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa

peraturan perundangan antara lain seperti:
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1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4598);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah;

11. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam pembangunan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:
259 /Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

17. Peraturan Menteri Pertanian NOMOR
43 /Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur,
Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan

Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai

Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih Dan Balai Benih

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




Dan Kebun Produksi Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Tengah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017
Tanggal 17 Januari 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 — 2021;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026;

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2017
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Tengah:;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan ini adalah sebagai dasar
bagi seluruh aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu periode 2021 - 2026

meliputi:

1. Memberikan arah pembangunan Dinas Perkebunan di Provinsi

Kalimantan Tengah,
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2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan

Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan bagi

aparatur di Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah;

4. Sebagai pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan
tugas dan fungsi pembangunan perkebunan sesuai tugas pokok dan

fungsinya.
Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan adalah :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam
rangka pembangunan perkebunan yang berdaya saing dan

berkelanjutan;

2. Melaksanakan program prioritas pembangunan di bidang

perkebunan
3. Mencapai keterpaduan dalam perencanaan, dan penganggaran;

4. Menjadi pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

perkebunan;

5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2021 - 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan

Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH n



1.3 Maksud dan Tujuan. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi

melalui Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Bagian ini
memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat
Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang
struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,

prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah. Bagian ini memuat penjelasan ringkas
tentang m macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini menunjukkan tingkat
capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib
dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator

lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
Pada subbab ini menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra
Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan analisis
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
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macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Kabupaten/Kota. Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis. Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan

KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis. Pada bagian ini mereview kembali faktor-
faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat
Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka
menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi
RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan
Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah mengemukakan

rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Perangkat Daerah jangka waktu 2021 - 2026.
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan mengemukakan rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mengemukakan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Perangkat Daerah jangka waktu 2021 — 2026.

BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah
Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. Satuan Kerja
Perangkat Daerah merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus
berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar
hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan Satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Gubernur dan  wakilnya, Bupati dan  wakilnya, atau Walikota dan
wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala
Daerah. Ke dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Sekretariat
Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan,
Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya
yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Provinsi Kalimantan tengah diatur
berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan otonomi daerah saat
ini menuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.! Keterlibatan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta kemampuan dan kemauan para
aparaturnya mau tidak mau harus terus berinovasi untuk menyesuaikan
dengan lingkungan internal dan eksternal yang selalu dinamis sehingga Satuan
Kerja Perangkat Daerah tersebut akan tetap hidup.

Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan
Tengah adalah Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang
Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

! satuan Kerja Perangkat Daerah, bisa meliputi Badan, Dinas, Kantor dan unit lainnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini
merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perkebunan

menyelenggarakan fungsi:

1.

0 ® N o »

Perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan,;

. Pembuatan rencana dan program serta mengusulkan rencana anggaran

penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan
sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha
perkebunan;

Pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi

penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah;

. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan
daerah;

Pembinaan pemanfaatan kebun;

Pengawasan hasil perkebunan;

Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan;
Pembinaan usaha perkebunan; dan

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk

struktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang terdiri dari:

a) Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahkan:

I.  Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
II. Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tanaman Perkebunan; dan

III.  Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan.

b) Bidang Perbenihan dan Budidaya, membawahkan:

I. Seksi Perbenihan;
II. Seksi Pengembangan Budidaya; dan
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III.  Seksi Penerapan Teknologi Budidaya.

c) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahkan:

[.  Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil;
II. Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil; dan

I11. Seksi Pemasaran Hasil.

d) Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan

Pengembangan Potensi Perkebunan, membawahkan:
I. Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan;
II. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan; dan

III. Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan.

4. Kelompok Jabatan 